BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada
bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kecamatan Ponelo Kepulauan, merupakan Kecamatan pemekaran dari
Kecamatan Kwandang, yang merupakan salah satu Kecamatan yang
berada di pesisir pantai. Letaknya tidak terlalu jauh dari daratan yang
berada di Kabupaten Gorontalo Utara. Kecamatan Ponelo terdiri dari
empat desa yaitu Desa Ponelo, selaku pusat Kecamatan, Desa Otiola, Desa
Malambe, serta Desa Tihengo yang mayoritasnya masyarakat nelayan. Di
samping sebagai nelayan, masyarakat di Kecamatan tersebut ada yang
memiliki profesi sebagai petani dan pedagang, sehingga tak heran lagi
banyak sekali pengunjung yang berdatangan di Kecamatan tersebut, yang
tertarik akan potensi-potensi yang dimiliki, seperti hasil kerajinan tangan
yang berasal dari laut (karang, bia dan lain-lain) dan juga menjadi tempat
rekreasi, serta sebagai tempat produksi hasil-hasil biota laut. Akhirnya
setelah diusulkan pada tahun 2011 Kecamatan Ponelo kepulauan telah sah
menjadi sebuah Kecamatan yang merupakan hasil pemekaran dari
Kecamatan Kwandang sesuai dengan peraturan daerah kabupaten
Gorontalo Utara No 15 tahum 2011. Setahun setelahnya pemerintahan
Kecamatan Ponelo kepulauan mulai dilaksanakan sejak dilantiknya camat

Ponelo kepulauan bapak Sion Nur Serta pejabat lainya pada tanggal 6
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Januari 2012. Proses adat moloopu dilaksanakan pada tanggal 22 januari
2012 vyiladia Kecamatan Ponelo Kepulauan (Rumah Bapak Mohuna
Usman) Kecamatan Ponelo Kepulauan diresmikan pada tanggal 22 maret
2012 oleh bupati Gorontalo Utara Bapak Indra Yasin pada tanggal 27
maret 2012 Camat Ponelo Kepulauan yang Pertama Bapak Sion Nur
meninggal dunia di Malang Jawa Timur karena sakit sehingga pada
tanggal 15 mei 2012 dilantik camat Ponelo kepulauan yang ke dua bapak
Ajuba Js. Thalib yang menjabat sampai tahun 2017 dan digantikan oleh
bapak Harsono Rahman. Latar belakang terbentuknya pemekaran
Kecamatan Ponelo Kepulauan lahir dari keinginan masyarakat untuk dapat
mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya secara mandiri dan tidak
tergantung lagi pada kecamatan awal. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa
poin, diantaranya persoalan pemerataan bantuan dan pengembangan eko
wisata yang ada di Kecamatan Ponelo Kepulauan secara mandiri yang
dapat di rasakan langsung oleh masyarakat.

. Adapun dampak pasca pemekaran di bidang perekonomian awalnya belum
begitu nampak, akan tetapi lambat laun perekonomian masyarakat di
Ponelo sudah mulai berkembang di berbagai bidang, diantaranya hasil laut,
hasil perkebunan dan hasil dari pengelolaan objek wisata. Adapun dampak
sosial di Ponelo pasca pemekaran dapat kita lihat pada peningkatan taraf
hidup masyarakat yang sudah meingkat dilihat dari peningkatan status
sosial beberapa kalangan masyarakat. Adapunn dampak budaya pada

msyarakat dapat kita lihat pada semakin tingginya animo masyarakat
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dalam menjaga dan melestarikan nilai kearifan local masyarakat Ponelo
yang notabene ada masyarakat pesisir utara Gorontalo.
5.2 Saran
Adapun saran yang dapat dirumuskan dari hasil kesimpulan yang telah
dijelaskan di atas adalah sebagai berikut :
1. Bagi pemerintah kecamatan Ponelo.

a. Lebih memperhatikan dan memberikan kesempatan kepada
masyarakat Pesisir Ponelo untuk mengembangkan kemampuan dalam
berbagai bidang.

b. Meningkatkan sumber daya manusia dengan cara memberi
pemahaman kepada masyarakat akan betapa pentingnya dunia
pendidikan bagi masyarakat pesisir khususnya pada bidang
kemaritiman.

c. Membentuk dan menambah wadah-wadah organisasi kemaritiman
yang ada di kecamatan Ponelo.

2. Bagi masyarakat kecamatan Ponelo

a. Diharapkan agar dapat menyeimbangkan antara kepentingan keluarga,
kepentingan masyarakat dan kepentingan organisasi.

b. Diharapkan agar selalu menjaga keharmonisan interaksi dalam
bermasyarakat khususnya dengan masyarakat di luar kecamatan
Ponelo.

c. Diharapkan agar selalu menjaga nilai budaya khusnya budaya yang

terkait dengan masyarakat pesisir dan kemarirtiman.
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